PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
D KABUPATEN PANGKEP

e ':-"‘:-';. g g
f AT T R RHE R R L T

Tol. Terima ] Oy - r:;._-- Ao 3

AsalDarj ok Ko bewetiy

_E!an*_.-.:lknyz: { ‘:.E.::ﬂiqj (=3¢

SUBHAN SALEH
B11197049 [M2r92 Lladeos
No. Inventaris | OZy oy &Ye)
[yow:es VI/C 44
SKRIPS1

Diujuken Sebagei Suluh Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gefar Surjana Hukum Pada Fokultas Hukim
Universitas Hasanuddin

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2002



PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi ini :

Maina : Subhan Saleh

Nomor pokok : BII97 049

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Bagan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penagkapan [kan dengan

Menggunakan Bahan Peledak Di Kabupaten Pangkep.

Telah ditenma dan disetujui oleh Pembina Fakultas hukum Universitas Ha<anuddin

untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar,”? 7 uru-risggs




PERSETUJUAN KONSULTAN

Yang berlanda tangan di bawah ini menerangkan, bahwa skripsi dari

MNama : Subban Saleh

Mo, Pokok B 11197049

Program Studi . Sirata Salu

Fakuhas : Hukum

Bagian * Hukum Pidana

judwiSkipsi  :PENERAPAN  SANKSI  PIDANA  TERHADAP

PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN PANGKEP.

Telah diperiksa dan disetujui untuk dapat diajukan di dalam ujian skripsi

MAkASEAT, .ivy 1oevvserssassinssnsseatUD
Konsultan 1, Konsultan I1,
_—
.-?
Prof, Dr. H. Abd. Dialal Abubakar, S.H, M.H.  Svamsuddin Muchtar, S.H.M.H,

Nip. 130 178 596 Nip. 131 857 660

i



PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari -
Nama . Subhan Saleh
Noor Pokok : B 11197049
Program Studi : [lmu Hukum

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan TIkan
Dengan Menggunkan Bahan Peledak di Kabupaten Pangkep

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian skripsi dengan susunan panitia scbagai
berikut :
Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Djalal Abubakar, $.H, M.H.
Sekretaris  : Dara Indrawati, S.H.
Penguji : 1. H,M. Imran Arief, S.H,M.H.
2. M. Syukri Akub, S.HM.H.
3. Dr. Slamet Sampurno Soewando, S.H,M.H.
4. Tri Safan, SH, MH.

5. Haeranah, S.H, M.H.

Panitia Ujan Skripsi

Ketua Sekretaris

Prof, Dr. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M., Dara Indrawati, S5.H.

Nip. 130 178 396 Nip. 132 010 570



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah dan pantas penuiis vcapkan, selain memanjatkan
puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya don karunianya penulis
dapat merampunghan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
sarjana pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Tbarat kata pepatah “ Tak ada pading yang tak retak “demikian pula dengan
skripsi imi, yang dimaksudkan dengan karya ilmiah untuk menuntaskan studi penulis,
Mamun  masih  jauh dari  kesempum@an baik fata bahasa maupun cara
penyusunananya, hal imi disebabkan keterbatasan pemulis sebaga manusia biasa
untuk itu dengan segala kerendahan hati dan fangan terbuka, knitik dan sarannya yang
sifatnya membangun akan penulis terima demu kesempurnaan skrins i,

Sknipsi i1 penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinia 'hj.rahanda
Munirpageasa dan fbunda Hasnawati, vang dengan semala jenh pavahnya dan
pengorbanannya telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, membiayai, serta
mendidik penulis dengan penuh kasih savang seria doa restu mereka sehingga
akhimva penulis berhasil menuntaskan studi pada fakulas Hukum Universitas
Hasanuddin.

Berhasilnya skripsi ini disusun tdak terdepas pula dar bantuan berbagai
paihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, Melalui kesempatan ini, Penulis
mengucapkan terima kasib kepada

1. Bapak Prof Dr.lr.Radi A Gany, Selaku Rektor Unhas Makassar
2, Bapak Abdul Razak SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar

v



3. Bapak ProfDrH.Abd Djalal Abubakar SHMH dan Bapak Syamsuddin
- Muchtar SH, M.H sebagai Konsultam 1 dan Konsulian 11 dari penulis yang
selama ini membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam
menyelesatkan skripst ini
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep beserla seluruh stafnya yang telah
mel_nbantu menyiapkan data yang diperlukan dalam penyusunana skripsi ini
5. Kepala Pengadilan Negeri Pangkep beserta seluruh stafnya yang telah
menbantu mrnyiapkan data yang diperlukan dalam penyusunaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Asisten Dosen fakultas hukum Unhas yang telah mengajar
penulis selama masa perkuliahan
7. Segenap staf Akademika pada fakulta hukum Unhas atas segenap bantuannya
kepada penulis
8. Teman-teman yang telah berpanisifasi dalam pembuatan skripsi ini, Abu
Bakar ms, Mulivadi Husain, Ames SH, Adin, Lisna, Zul, Sahanah SE, dan
semuanya vang tidak dapat kami sebutkan satu-peratu.
Semoga segala bantuan dan bimbingannya dan motivasi yang disumbangkan
senantiasa mendapat pahala yang setémpal dari Allah SWT dan semoga pula kita
semua akan tetap diberi limpahkan rahmat hidavahnya serta taufik dannya .

WASSALAM

Penulis



DAFTAR 151

Halaman Persetujuan menempuh Ujian SKripsi......coo.oo s i
HAlAn PEipRailian .. ... oot i s as s s i iii
MR ORI . e e it RPN R A S S v
I U U S
R T . P R i X1
BAB1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah..............ocoiiimiiirinn s 1
T R BB s SRR 3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis............ccciimmmiciininnninn 4
BAB2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Tentang arty dan tujuan Pemidanaan ...........covveernssnssnnens 3
2.2 Pengertian bahan peledak.......c.coovci e 13
2.3 Penyalagunaan bahan peledak sebagai tindak pidana............ 15
2.4 Peraturan yang berkaitan dengan perikanan ............ccoveiennninn, 16
2.5 Delik di bidang PErIATAD ... ..uuamsnisssussmmsiamsassrsmmmssrassesrassansas 18
BAB 3 METODE PENELITIAN

B LokRst POOELIIBM.. . ... cee oo rems mmrarrnmssmmeasssss s stasbbssas s sans sasmannsmssnsns sos ; 21

3.2 Teknik Pengumpulan data........oooiiniies 21



3.3 Jemisdan Sumber Data ...
3.4 Analisis Data ..o eeeneceieceemnrsrrneeens
3.5 Wakiu Penelitian................ccociimminainens
BAB4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara
ilegal di kabupaten Pangkep.......cccccivnninnnnns

4.2 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten

Pangkep dalam menjaga kelestrian lingkungen faut...oeenns

4.3 Pendapat penubis...........cocoo.
BABS PENUTUP
5.1 Kesimpulan ...

DAFTAR PUSTAEKA ...t

22

22

24

33

34

43

45

47



ABSTRAK

_SL}bhan Saleh, dengan Nomeor Pokok B I1[ 97 049 dengan judul “Penerapan
Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan dengan Menggunakan Bahan peledak di
Kabupaten Pangkep” bertujuan untuk mengikuti pelaksanaan penerapan sanksi
pidana yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana dan
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Dibawah
~ bimbingan Prof. Dr.H. Abd. Djalal Abubakar, SHMH sebagai Konsultan [ dan
Syamsuddim Muchtar, SH, MH sebagai Konsultan 11.

Penulis melaksanakan penelinan pada kantor Kejaksaan Negen Pangkep dan
Pengadilan Megeri Pangkep. Dari hasil penelitian diperoleh data primer dan data
sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data, vaitu penelitian lapangan
dan kepustakaan yang selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yang
didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilimpahkan Polres
Pangkep ke Kejaksaan Negeri Pangkep dalam kurun waktu tahun 1999 — 2001
berjumlah 17 kasus dan jumlah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan MNegei
Pangkep dalam kurun waktu 1997 — 2001 sebanyak 17 kasus dan pidana yang
diterapkan vaitu minimal dua bulan dan maksimal 2 tahun. Faktor yang menyebabkan
terjadinya tindak pidana perikanan oleh nelayan di Kabupaten Pangkep adalah fakior
lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan
keagamaan dan lain-lain, faktor ekonomi, yaitu rendahnya taraf hidup nelayan, faktor
pengawasan yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait dalam
menjaga wilayah perairan.

Dari data yang berhasil dikumpulkan terlihat bahwa sanksi pidana yang
diterapkan hakim tidak proporsional karena sanksi vang dijmuhkan kepada tindak
pidana yang masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman sanksi, dalam
ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,

Vi



Tabel -1

Tabel -2

Tabel =3

Tabel 4

DAFTAR TABEL

Penyelesaian  Perkara  Penangkapan  Tkan  Dengan

Menggunakan Bahan Peledak Pada I{njaaanaan Heg&r:-
Pangke Dalam Kurun Waktu 1997/2001 _. S

Besarnya Sanksi Pidana Yang Dituntut Oleh Jaksa Penuntut
Umum Terhadap Setiap Kasus Penangkapan Ikan Dengan

Menggunakan Bahan Peledak Dalam Kurun  Waktu
PORTENMN i i

Data  Mengenai  Kasus  Penangkapan lkan Dengan
Menggunakan Bahan Peledak Yang Ditimpahkan Oleh
Kejaksaan Negen Kepada Pengadilan Negeri Pangkep..............

Jumnlah Kasus Yang Diputus Oleh Pen g.adﬂan H:gcn Pang,k:p
Dalam Kurung Waktu 1997/2001. . e 5

Halaman

29

30

31

32

Vil



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perairan merupakan bagian terbesar wilayah Republik Indonesia, Zona
Ekonomi Ekslusif Indonesia scbagai bagian dari wilayah perairan yang mengandung
sumber daya ikan Yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaainya
sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat,

Dalam rangka pelaksansan Pembangunan Masional dengan Wawasan
Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya
berdasarkan asas keadilan dan pemerataan  dalam  pemanfaatannya  dengan
mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningktan taraf hidup bagi nelayan
dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya yang akan meningkatkan kegiatan di berbagai bidang,

Sejarah telah membuktikan bahwa orang Sulawesi-Selatan adalah pelaut
ulung yang memanfaatkan laut untuk perkembangan transportasi dan perdagangan
antar negara dan antar pulau di dalam suatu negara guna memenuhi kebutuhannya,

Sebagai negara yang memiliki begitu besar wilayah perairan tentulah
dibutuhkan adanya jaminan keamanan bagi kelestarian ekosistem laut dan dapat

menjaga wibawa negara dan bangsa dar rong-rongan negara lain. Umiuk itulah



diperlukan adanya aparat penegak hukum yang dapat mengawasi lalu-lintas perairan,
baik di Zona Ekonomi Ekslusif {(ZEE) maupun di laut pedalaman.

Setiap negara kepulauan senantiasa mempertahankan wilayah lautnya yang

pengaturannya telah diakui oleh dumia internasional melalui f{unvﬂnsi Hukum Laut di
Montega Bay, Jamaica pada Tanggal 10 Desember 1982, di kenal dengan nama
UNCLOS (Unired Nations Convention On The Law Of The Rule The Sea) yang
mengatur rezim hukum negara kepulavan yang telah diratifikasi oleh negara
Indonesia dengan keluamya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985,
Dengan pengratifikasian tersebut maka negara Indonesia berhak untuk mengatur
kepiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan alam lautnya walaupun telah
ada peraturan yang mengatur dan adanya penegakan hukum di laut namun masih pula
sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledakl baik oleh
nelayan tradisional maupun oleh kelompok nelayan pemegang izin perikanan (IUF).
Masalah ini adalah termasuk Kajian Hukum Pidana yar:g sangat merugikan negara
serta melecehkan kewibawaan hukum nepgara yang berfaka di nepara kita. Hal imlah
yang mendorong penulis untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan Judul
“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan tkan Dengan Menggunakan
Bahan Peledak Di Kabupaten Pangkep”.

Adapun alasan penulis memilih judul ini yaitu:

1. Terjadinya penangkapan ikan dengan mengeunakan bahan peledak yang dilakukan
oleh para nelayan baik di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEL) maupun di perairan

pedalaman tanpa menghiraukan hukum vang berlaku.



2. Para nelayan yang ditemukan oleh petugas atau penegak hukum di laut
menganggap hal itu adalah suatu resiko dalam kehidupan mereka dan bersifat
untung-untungan.

3, Seringnya terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di
berbagai wilayah kepulauan Indonesia, dikarenakan luasnya wilayah perairan
Indonesia vang tidak seimbang dengan jumlah aparat penegak hukum.

Kegiatan penangkapan ikan dengan mengunakan bahan peledak oleh para
nelayan tersebut telah banyak merugikan negara dalam bentuk pengerusakan terumbu

karang, tempat hidup, dan pemilahan ikan serta kerugian lamnya.

1.2. Rumusan Masalah
Untuk menghindari kekaburan, kesalahpahaman dan pembahasan vang terlalu
luas yang justru keluar dan pokok persoalan dalam penulisan skiripsi ini, maka
venulis memandang perlu untuk membuat rumusan masalah yang selanjutnya akan
dibahas dalam skrips im,
Adapun masalah vang akan penulis coba pecahkan dalam skripsi ini adalah
|, Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten
Pangkep ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Pangkep dalam menjaga kelestarian lingkungan

perarannya 7.



1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan numusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, tujuan

penulisan skripsi ini adalah:

I.

L

Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan
penangiapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten
Pangkep.

Mengetahui upaya-upaya pemerintah Kabupaten Pangkep dalam menjaga
kelestanan perairannya.

Kemudian Kegunaan Penulisan Skiripsi ini adalah:

. Sebagai bahan masukan bagi aparat terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan,

Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dalam upaya penegakan hukwm
terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut..

Memberikan informasi kepada khalavak, terutama kepada masvarakat
Pangkep sendiri uniuk mengetahm potensi wilayah perairannya  dan
tantangan-tantangan dalam pengelolaannya.

Menambah khazanah kepustakaan dalam ilmu-iimu hukum khuasusnya iimu

hukum pidana.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 .Teori Tentang Arti dan Tujuan Pemidanaan

Mengetahui arii dan twjuan pemidanaan sangal penling untuk membahas lebih
jauh tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Oleh
karena itu berikut akan diuraikan beberapa arti tujuan pemidanaan:

Menurut Professor  Van Hamel (Lamintang, 1988:47) arti dari pidana atau

straf menurnt hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana alas nama negara
sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelangear,
yakni semata-mata karena orang tersebut telah melangpar suaiu peraturan
hukum yang harus ditepakkan oleh nepara”.

Frofessor Simons (Lamintang, 1988: 48) mengartikan pidana atau siraf ity
adalah sebagai berikut:

“Sesualy pendenitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan
dengan pelangpgaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim
telah dijatuhkan bam seorang vang bersalah”,

Sesorang yang juga ikut merumuskan arti pidana atau sraf vaitu Algra

Janssen (Lamintang 1958: 48) pendapatnya yaitu:

“Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) I:mtuk rntmgcringatkan
mereka vang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dz_lpat dth-ehmarkan:
Reaksi dari penguasa tersebul tefah me._ncahui kem_bah sebagian dari
perlindungan vang seharusnya dinikimati oleh Fﬂfﬂlﬂiﬂﬂ# atas nyawa,
kebehasan dan harta kekavaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan

suatn tindak pidana”™.



Dan ketiga penjelasan di atas tampak bahwa pidana atau straf itu sebenarnya
hanya merupakan alat uniuk mempertahankan norma hukum vang sudah ada untuk

mencapat ketertiban hukum, Pemidanaan dijatuhkan oleh suatu kekuasaan yang

mempunyai kewenangan untuk itu.

Dalam hubungannya dengan persoalan di atas, Sudarto (Lamintang 1988: 49)
mengatakan bahwa pemidanaan adalah sinonim dengan kata penghukuman, tentang

hal tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

“Pangl'z_ukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan
sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechien).
Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanva menyangkut bidang
hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini
berkisar pada hukum pidana maka disempitkan artinya, vakni penghukuman
dalam perkara pidana, yanp kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau
pemberian alau penjatuban pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini
mempunyai makna sama dengan senfence atau veroordeling”,

Selanjutnya Sudarto dalam bukunya “hukum dan hukum pidana” (Djoko
Prakoso, 1988: 22) menyatakan bahwa

“Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dar pembentukan
undang-undang karena asas legalitas, vang berasal dari zaman Anrkirung vang
singkatnya berbunyi: Nuliwn crimen, nulla poena, sinepreu vialege fpoenalli).
Jadi untuk menggunakan poena atau pidana diperiukan undang-undanglah
vang menetapkan peraturan tentang pidananva, tidak hanva lentang crimen
atau delicwmnya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan

pidana”.
Berikut ini Djoko Prakoso {1988: 223) menyatakan bahwa:
“Tenfang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan

perwujudan lehih lamjut. Dengan adanva ketetapan dalam peraturan saja,
canksi itu lidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi



yang, %F._-rdiri alas orang-orang atau alat-alat yang secara nyata mercalisasikan
aturan itu”,

Sudarto sendiri berpendapat bahwa apabila secara hukum dan organisasi
instrukiur sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat
menetapkan pidana dengan menunjuk kepada pelbagai bagian dar instrukiur
- panitensier itu. Disinilah kita jumpai masalah pemberian pidana dalam arti kongkrit.

Hal yang diuraikan di atas sangal menentukan efektif tidaknya suatu
pemberian pidana atau pemidanaan karena meliputi;

1. P-.:netapgn sanksi oleh pembuat undang-undang;

2. Pembenan pidana oleh badan yang berwenang,

A

3. Pelaksanaan sanksi oleh yang tersanghut.
Masalah yang mendasar selanjuinya adalah yang berhak membenkan dan
menjatuhkan pidana ialah negara melalui alat-alatnya (pemerintah).

Secara lebih terinci Beysens (Hamzah dan Rahayu, 1983: 22) memaparkan
mengapa negara berhak memidana.

“Pertama sudah menjadi kodrat negara itu bertujuan dan berkewajiban
mempertahankan tata teriib masyarakal atau L:n:ltmbsf.n negera. Disimlah
tampak bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah berhak untuk
membahas pelanggaran lersebut dengan p?enjaluhka:ll sengsara yang bersifal
pembalasan itu. Kedua, pidana yang dijatuhkan, itu bersifat pffml:-alasan
kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang
dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektf.
Memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggung jawabkan

kepadanya” .



Baysens juga memaparkan bahwa, pemberan pidana atau pemidanaan itu
merupakan salah satu eksisiensi pemerintah bahwa pemerintah itu benar-benar
memerintah atau berkuasa. la juga mempertegas bahwa pemidanaan itu merupakan-
tindakan balasan, tetapi bukan sama sekali dilandasi oleh dendam tetapi harus benar-

benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam teori pemidanaannya Karl Bindung (Lamintang, 1988: 32) juga

mengatakan bahwa:

“Dengan menetapkan norma-norma itu maka timbul hak pada negara untuk
memaksa seliap orang agar mereka itu menaati larangan-larangan dan
keharusan-keharusan yang apabila kemudian ternyata telah dilangear orang,
maka negara menjadi berhak untuk memidana orang tersebut akan tetapi hak
mana hanya akan dipergunakan oleh negara, yaitu apabila memang benar
bahwa penegakan hukum itu telah menghendaki agar negara berbuat
demikian’,

Setelah menguraikan beberapa ami pemidanaan, serta yang berwenang dan
berhak yang membenkan pidana maka berikuinya akan dratkan twjuan dan
pemidanaan itu. Hal ini sanpat penting untuk mengetahui dengan jelas, bahwa
tindakan vang dilakukan oleh negara melalui alat-alat (pemenniah) terhadap
seseorang vang melanggar undang-undang di negara Indonesia mempunyai maksud,
Dengan demikian kehidupan negara dan masyarakat dapat terib seperti yang di cita-
citakan yaitu, menegakkan supremasi hukuimn dan menjadikan hukum di negara ini
sebapai panghma.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, ternvata tidak

mempunyai kesamaan pendapat di antara para Phkar L peinbis e pady



dasamya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu
pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

2. Untuk membuat orang jadi jerah untuk melakukan kejahatan;

3. Untuk mejadikan tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang
lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak
dapat diperbaiki lagi.

Berikut professor Simons (lamintang,1988:23) berpendapat bahwa

“pen_uliﬁ lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu

pemidanaan pada tujuan yang lebih dari suatu pembinaan,ilu sebaga

suatu pembalasan “,

Professor Simons juga merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke delapan
belas, prakiek pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau
vergeldingsidee dan paham pembuat jera atau afschrikkingside.

Berkaitan dengan twjuan pemidanaan dan pokok-pokoknya wanpg telah
disebutkan di atas,maka berikut akan di uraikan beberapa teori yang berhubungan
dengan tujuan pemidanaan yaitw:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (absolure theoriten)

2. Teori relatif atau teoni tujuan (doel theoriten)

teori gabungan {veremingings theoriten)

had

Adapun uraian ketiga teori di atas sebagai benkut



barang yang dapat meledak berupa bahan/zat-zat vang bentuknya padat, cair, gas,

atau campuran,

Dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 ayat (1) dan (3) tentang

senjata api dan bahan peledak disebulkan pengertian bahan peledak sebagai berikut:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai adalah miliknya,
menyimpan, mengangkul, menyembunyikan, mempergunakan, atau
mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan
peledak, di hukum dengan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup
atau hukuman penjara sementara, selama-lamanya dua puluh tahun,

Yang dimaksud dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang
yang dapat meledak, yang dimaksud dalam ordonaniie, tanggal 8 September
1983 ( Stbl 234) yang telah diubah kemudian sekali ordonaniie tanggal 9 Mei
1931 (Stbl 168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau
(meinew), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik
vang merupakan luluhan kimia tunggal (Enkelvaudige Chemische
Verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak
{exploisieven inengsels), atau bahan peledak pemasukan (inceldende
exploisieven), yang dipergunakan untuk meledakkan. Lain-lain bahan peledak

sekadar belum termasuk dalam pengertian amunisi,
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2.3. Peavalahgunaan Bahan Peledak sebagai Tindak Pidana

Setelah mengetahy pengertian bahan peledak vang tersebut diatas, maka lebih

lanjut penulis akan menguraikan penyalahgunaan bahan peledak sebagai tindak
pidana.

Masalah penvalahgunaan bahan peledak adalah sesuatu yang sangat serius
untuk ditanggapi oleh aparat yang berwenang dan instansi yang terkait serta sejuruh
lapisan masyarakat. Penyalahgunaan bahan peledak dapat mengakibatkan terjadinya
pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian yang dapat berbentuk kerugian
ekonomi dan ganguan sanitasi air,

Selain dampak diatas, adalagi dampak vyang lebih berbahava, vaitu
penyalahgunaan bahan peledak dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia
misalnya pada saat digunakan bom itu meledak ditangan pelaku sendin, hal 1 sangat
berbahaya bagi nyawanya dan juga bagi nyawa orang lain yang turut serta dalam
perbuatan tersebu.

Oleh karena itu mengenai bahan peledak ini diatur secara tegas dalam
Undanp-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 pasal | ayal (1) dan (3).

Pasal 1 ayat (1)

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba  menyerahkan, menguasail,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya
menyimpan, menganghut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan
dari Tndonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum
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dengna hukuman :
l -
natl atau hukuman Penjara seumur hidup atau hukum T

sementara S.eiama-lamanya dua puluh tahyn
Avat (3)
Dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang vang
dapat meledak, SBFI!‘Iua Jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (meineu)
granat-granat tangan dan pada Hmumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan
luluhan kimia tungga maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak, atau
bahan peledak pemasukan, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang
peledak, sekadar belum termasuk dalam pengertian amunisi.
2.4. Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perikanan

Sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya perikanan agar kelestarian
sumber daya dan ckosistem perikanan dapat dipertahankan kelestariannya, maka
pemerintah menetapkan peraturan-peraturan di bidang perikanan vang selanjutnva
menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan potensi perikanan di wilavah
negara RIL

Ketentuan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar maupun peraruran
pelaksanaan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya di kuasai oleh

negara dan digunakan uniuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”™.
Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, imi mencakup aspek yang sangat luas

sebab bukan saja segala sektor kehidupan berupa bumi (darat) dan air {laut) retapi

juga meliputi kekayan alam yang terkandung di dalamnya.
16



Adapun ketentuan perundang-undangan dan peraturan  pelaksanaannya

dibidang perikanan antara lain:

k

Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang ratifikasi tiga Konvensi Jencwa
tahun 1958 mengenai hukum laut, yang salah satunya adalah konvensi
mengenai pengambilan ikan serta hasil laut dan pembinaan sumber-sumber

hayati laut bebas,

Undang-undang Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (UU
ZEED.

. Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah yang berkaitan erat dengan masyarakat perikanan antara

Jain:

a. Peraturan Pemenntah No 46 tahun 1957, Lembaran Negara No. 189 Tahun
1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemenintah Pusat di
Lapangan Perikanan Laut, K ehutanan Rakyat kepulauan Daerah Tingakat L

b. Peraturan Pemerintah Mo, 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber
Daya Alam Hayati dan Zona Ekonomi Ekslusif,

¢. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1990 tentang Usaha Penkanan yang
dimuat dalam Lembaran Megara Mo 19 Tahun 1990,
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Peraturan Pelaksanaan lainnya tetap menjadi dasar dalam pengelolaan sumber

daya perikanan peraturan-peraturan pelaksanaan itu antara lain:

a. Surat Keputusan Menteri Pertanian No 475/KPTS/K.120/17/1985 yang
ditetapkan tanggal 1 Juli 1985 tentang Perizinan Bagi Orang atau badan
hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

b. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.815/KPTS/1k.120/ii/1990 tentang
Izin Usaha Perikanan.

c. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sulawesi-Selatan No 15 Tahun
1990 tentang Izin Usaha Perikanan.

d. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Kabupaten Pangkep.

8. Mengeluarkan/memasukkan jenis ikan dan‘ke wilayah Republik Indonesia
yang dilarang menurut Menteri Pertanian.

2.5. Delik Di Bidang Perikanan

Delik yang telah diatur dalam undang-undang MNo. 9 Tahun 1985 yaiu :
Pasal 24

Barang siapa di dalam wilayah perikanan Indonesia di perairan, sungai, danau,

waduk, rawa dan genangan air melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan

Tkan dengan menggunakan bahan dan / atau alat yang dapat membahayakan

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya diidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 10 (sepulub) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

100.000.- (Seratus juta rupiah)
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Iasal 25

Barang siapa di dalam wilayah perikanan Indonesia diperairan, sungai, danau, waduk,

rawa dan genangan air melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa

1zin;

a) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda
sehanyak-banyak Rp. 50.000.000 (lima pulub juta rupiah), apabila dalam
kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gross ton
atau lebih

b) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 {enam} bulan
atau denda sebanyak-banyak Rp. 25.000.000 {dua puluh lima juta rupiah), apabila
dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga
putuh) gross ton

Pasal 26

Barang siapa di dalam wilayah perikanan Indonesia di perairan, sungai, danau,

waduk, rawa dan genangan air Indonesia usaha perikanan di bidang pembudidayaan

ikan tanpa izin; dipidanan dengan kurangan selama-lamanya 6 {enam) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Pasal 27

(1) Barang siapa dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan melanggar

syarat tentang:

1. Alat-alat penanghkapan ikan

2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus di pentihi oleh kapal perikanan
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3. Jumiah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh
ditangkap
Dacrah, jalur dan waktu atan musim penangkapan
Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber
daya itkan serta lingkungan
6. Penebaran jenis ikan baru
7. Pembudidayaan ikan dan perlindungan
8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan
9. Hal-hal vang dipandang perlu oleh menteri pertanian untuk mencapai tujuan
pengelolaan sumber daya ikan di pindana dengan pidana denda sebanyak-
banyaknya Rp. 25.000.000 (Dua puluh Lima Juta Rupiah)
(2) Barang siapa mengeluarkan atau memasukkan jenis ikan dan atau ke wilayah
Republik Indonesia, yang dilarang menurut peneiapan menten pertanian di

Pidana dengan pidana denda sebanyak-banvaknya Rp. 5.000.000 (lima Juta

Rupiah)
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BAR 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul “ Penerapan sanksi pidana terhadap penagapan ikan

dengan mengpunakan bahan peledakan di Kabupatan Pangkep”, maka lokasi yang

dipilih adalah sebagai berikut
a. Kejaksaan Negen Pangkep

Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data mengenas :

1, Jumlah perkara yang dilimpahkan oleh POLRES Pangkep dan Polsek-
polsek seKabupaten Pangkep serta jumlah perkara yang dilimpahkan ke
pengadilan .

2 Bahan - bahan atau data lainnya yang perlu

b. Pengadilan Megeri Pangkep
Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data mengenai ;

1 Jumlah perkara yang masuk dan telah diselesaikan

-2

Untuk mempelajari berkas-berkas perkara-perkara yang telah selesal

Data-data lain yang perlu

Lid

3.1 Teknik Pengumpulian Data
Untuk mendapatkan data yang akurat maka teknik pengumpulan data yang

penulis gunakan adalah teknik wawancara dan observasi.
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3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Daia
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu ;
a. Data primer, yaitu data vang diperoleh langsung dari sumber pertama,
dimana data tersebut masih berupa dala mentah dan belum diolah secara
statistik,
b. Data sekunder, yaitu data yang sudah jadi dan berbentuk siatistik tentang
masaalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelavan indonesia yang
menggunakan jaring trawl, bahan peledak, dan sebagian menggunakan

bahan kimiah beracun vang dalam hal ini diperoleh dari kantor

Kejaksaan Negeri Pangkep dan kantor Pengadilan Negeri Panghkep.

3.3.2 Sumber Data
Sumber data terdiri atas
4 Hasil wawancara dari para pejabat yang berwenang ( nara sumber ) untuk
data primer, dan
b, Arsiparsip yang ada dikanior Kejaksaan Negeri Pangkep, dan kantor
Pengadilan Negeri Pangkep mengenai masalah penangkapan ikan secara

ilegal oleh nelayan Indonesia sebagai data sekundernya

3.4, Analisis Data
Diata yang diperoleh dari nara sumber bersifat kualitatif sehingga pen ulis juga

memakai analisa kualitatil untuk men sanalisis data yang berhasil di kumpulkan.



1.5. Waktu penelitian

Untuk memperoleh data yang benar dan sebanyak mungkin maka penelitian

akan dilaksanakan selama delapan minggu dimulai pada bulan April 2002 sampai

dengan Juni 2002,




BAR 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pencrapan Sanksi Pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara itegal di
kabupaten Pangkep. .

Penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan dar kegiatannya terdiri atas
tiga kelompok yaitu:
- keluarga nelayan yang menggunakan janng trawl
- keluarga nelayan yang menggonakan bahan peledak
- kelompok nelayan yang menggunakan bahan kimia beracun
Bagi kelompok nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam kegiatannya
sebagai alat penangkapan sering kali melanggar ketentuan-ketentuan tentang jalur-
jalur penangkapan ikan scbagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pertanian
Nomor 607HKPTS/UM/1976 dibawah ini :
a. Jalur penangkapan 1 adalah perairan selebar tga rail laut yang diukur dari
titik terendah pada waktu awr surul
b. lalur penangkapan 11 adaleh perairan selebar tiga mil Jaut yang diukur dan
garis luar penangkapan ikan
¢ Jalur penangkapan LI adalah perairan selebar lima mil laut yang diubkur
dari garis luar jalur penangkapan 11

d. Jalur penangkapen IV adalah perairan yang diluar jalur penangkapan I11.

bl
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Selanj :
anjuinya dalam diktum kedua putusan mentri ini mengatur tentang

pengunaan kapal dan alat penangkapan ikan pada masing-masing jalur penangkapan

sebagai berikut;

a. Jalur penangkapan ! tertutup bagi -

%

kapal penangkapan ikan bermesin dalam (inboard) berukuran
diatas 5 GT atau kapal penangkapan ikan bermesin dalam yang
beckekuatan diatas sepuluh daya kuda;

semua janing trawl (bean trawl, otter trawl] dan pir )

jaring (pukat) cincin/kolor/langar dan sejenisnya (purse saine)
jaring (pukat) payung dogol/catrong/lampara/bentuk diatas 120
meter panjang remang dari ujung sayap atau kaki yang satu

keujung yang lain.

b. Jalur penangkapan [1 tertutup bagi |

1.

e

kapal penangkapan ikan bermesin dalam {inboard ) berukuran
diatas 25 GT atau kapal penangkapan ikan bermesin dalam yang
berukuran 50 diatas kuda

jaring dasar herpanel {otier board) yang panjang lebih talins atau
bawahnya diatas 12 meter

jaring trawl melayang {mid water trawl) atau plagg trawl dan pair
(bull) trawl (jating trawl vang ditank dengan dua kapal )

Jaring (pukat) cincin / kolor [ langgar dan sejenisnya yang
panjangnya di atas 300 meter.
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c. Jalur penangkapan [11 tertutup bagj :

1. Kapal penagkapan ikan bermesin dalam (inboard) berukuran diatas

100 GT atau kapal penangkapan ikan bermesin dalam yang
berkekuatan diatas 200 daya kuda ;

2. laring irawl dasar dan melayang berpanel (ottorboard) yang
panjang taliris diatas atau bawahnya 20 meter.

3. Pair (bull) trawl

4 Jaring {pukaf) cincin / kolor / langgar dan sejemisnya yang
panjangnya diatas 600 meter,

d. Jalur penangkapan terbuka IV bag

Serua jenis kapal dan alat penangkapan ikan yang sah, terkecuali pair (bull)
trawl hanya boleh beroperasi di perairan samudra Indonesia.

Biasanya keluarga nelayan tersebut melakukan pelanggaran dengan

melakukan kegiatan di jalur penangkapan | di mana jalur tersebut terfutup bagi ka pal-
kapal bermesin dalam berukuran 5 GT atau berukuran 50 daya kuda.
Dapal di bayangkan begitu banyak jems ikan yang ikul terjaring baik jenis yang besar
maupun vang kecil karena jalur penangkapan 1 dan I merupakan tempat hidup daan
pemijahan ikan, yang secara langsung mengurangl fangkapan nelavan tradisional,
Sementara sanksi yang di berikan oleh instansi yang berwenang bilamana keluarga
nelayan tersebut berhasil & tanpkap dalam hal ind oleh Dinas Kelawan dan Penkanan
Kabupaten Pangkep berupa sanksi administrasi, bilamana pelanggaran tersebut
mempunyai surat izin usaba perikanan sanksi yang diberikan berupa :
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(Rbeman teginan st peringatan sebanyak tiga kali oleh Kepala Dinas Perikanan
dan Kelautan Sulawesi Selatan

bila sudah diberikan teguran atay peringatan, namun kedapatan masih melakukan
pelanggaran maka Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dicabut oleh pemben izin
dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan,

Sementara bila keluarga nelayan tersebut tidak memiliki surat izin usaha
perikanan maka Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep mengambil data-data para
pelanggar untuk kemudian data tersebut diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan
Sulawesi Selatan untuk diberikan surat izin usaha perikanan.

Kemudian bagi nelayan yang dalam melakukan kegiatan penagkapan ikan
mengunakan bahan peledak dan berbasil ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian
disidik hinpsa perkaranya diserahkan ke Kejaksaan MNegeri, oleh jaksa penuntut
umum dalam dakwaannya masih mengunakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat |
Undang-undang Darwat 12 Tahun 1951 dengan tuntuian pidana vang masih
terlampau rendah jika dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal tersebut
yakni hukuman mati atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bila melihat posisi kasusnya maka tersangka sudsh dapat dituntt dengan
ketentuan dalam Undang-undang Nemor 9 Tahun 1985 dimana untuk dapat dituntut
berdasarkan undang-undang ini maka suatu kasus perkara harus disidik oleh perwira
TNI —AL vang ditunjuk oleh Panglima TNI, ketentuan ini dapat di ihat pada Pasal 31
avat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983 sehagai berikut ; “Pejabat aparal hukum
yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuvan Undang-
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undang ini diperairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan
dalan Pasal 14 ayat | Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 ZEED.

Berdasarkan ketentuan ini maka menurut penulis pihak kepolisian setelah
melakukan penagkapan dan penyrtaan barang bukti seharusnya nenyerahkannya
keperwira TNL-AL atauw PPNS Perikanan untuk disidik demi memenuhi prosedur agar
jaksa penuntut umum dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9
Tahun 1985 tentang perikanan. Akan telapi tidaklah demikian karena kasus tersebut
disidik sendini oleh pihak kepolisian denpan menitik beratkan terhadap pengunaan
hahan peledak tanpa izin dari pihak yang berwajib. Disinilah letak kekeliruannya
awal penerapan hukumannya dan berpengaruh terhadap tahap-tahap selanjutnya,
Olehnyva demi mencegah kekeliruan yang sama perlu adanya koordinasi antara

instansi yang terkait.

4.1.1. Data Kejaksaan Negeri Panghep
Data penagkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang ada di
Kejaksaan Megen Pangkep selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeni Pangkep

di Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari tabel dibawakh int.
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Tabel 1. Eﬂ;ﬂ}re!:aaiaan perkara penangkapaan ikan dengan menggunakan
anan peledak pada kejakssan negeri Pangkep dalam kurun waktu

1997 / 2001 .
11
No. Tahun Jumlah Kasus Selesai | Keterangan |

L] 1897 1 1 .
2 1998 | 7 II 7 | Semuanya di '
3.1 1999 5 5 Limpahkan ke
4 2000 ] I' ] r Pengadilan
5 2001 3 3

Junilah ! 17 ! 17 E |

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pangkep.

Penyelesaiaan perkara penagkapan ikan oleh pelaku yang mengunakan bahan
peledak, sebagian bahan kimia beracun dan pengunaan jaring trawl juga
dimungkinkan, kelengkapennya tdak memerfukan wakiu yang lama, karena alat
bukti vang diperlukan untuk itu sangat cukup.

Semua perkara yang diterima oleh Kejaksaan Megeri Pangkep dan Polres dan
polsek-polsek diperiksa dan diteliti kembali oleh pihak Kejaksaan Neger Pangkep
apakah cukup bukti atau tidak. Bila temyata cukup bukti maka perkara tersebut
dilimpahkan ke Pengadilan Megzeri Pangkep untuk disidangkan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan dengan tabel besarnya sanksi pidana
yang dituntut oleh Jaksa Penuntut {Fmum terhadap setiap kasus penangkapan dengan
mengunakan bahan peledak diperairan Kabupaten Pangkep dalam kurun wakte

1997/2001 pada tabel dua berikut ini
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Tabel 2. Besarnya sanksi pidana vang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum

terhadap setiap kasus penagkapan ikan denpan menggunakan bahan
peledak dalam kurung wakiu 1997-2001

MNa. Jumlah Kasus | Lamanya Tuntutan I; Keterangan =
1 4 |' 2 Tahun :
2. 1 I Tahun & Bulan |
3. 7 1 Tahun : Selesai | B 1.;.,?
4, | 4 ! 6 Bulan i
5. 1 ‘ 2 Bulan i
| Jumlah 17 5 |

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pangkep
Pada tabel tersebut di atas, menunjukan bahwa tuntulan terberal adalah dua
tahun penjara, dan ada empat kasus yang dituntut demikian sedangkan funtutan paling
ringan adalah dua bulan penjara tetapi hanva satu kasus yang dituntut, terhihat juga
berat tuntutan yane paling sering yaitu satu tahun penjara karena ada satu kasus yang

ditumtut seperti Hu.

4.1.2. Data Pengadilan Negeri Pangkep.
Data penangkapan ikan dengan menggunakan baban peledak di Kabupaien
Pangkep dapat penulis peroleh dan Pengadilan Negeri Pangkep.

Tiap kasus yang mempumyal cukup bukti harus diajukan ke Pengadilan

Negeri Pangkep uniuk mendapatkan putusan hakim, sehingea pelaku tersebun tidak

semena-mena melakukan pemangkapan ikan jika kelak ia sudah kembali ketengah-
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tengah masyarakat dan dapat menjadi perhatian bagi nelavan-nelayan sebelum
melakukan penangkapan ikan dengan mengpunakan bahan peledak.

Di bawah ini penulis akan menguraikan data mengenai kasus penangkapan
ikan dengan menggunakan bahan peledak yany dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri
Pangkep kepada Pengadilan Neperi Pangkep.

Tabel 3. Data mengenai kasus penagkapan ikan dengan menggunakan bahan

peledak yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negen kepada
Pengadilan Negen Pangkep.

Mo, Tahun Jumlah Kasus | Selesai | Keterangan
1 1997 | 1 |
2. 1998 | 7 7 : Selesai pada
% 1999 5 5 | {ahun Vans
4, 2000 ! ! |' sama
< 2001 3 3 l

4 Jumlah I, 17 4.

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pangkep.

Selama kurun waki 1997 hingga 2001 jumlah kasus yang dilimpahkan oleh
pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Pangkep adalah sebanyak 17 kasus dan semua
telah diterima, diperiksa, dan dipuius oleh pihak Pengadilan.

Lebih lanjut penulis akan mengkaji dengan iabel 4 dibawah ini jumlah kasus

yang telah diputus oleh Pengadilan Megeri Pangkep. Adapun jumlah kasus yang

diputuskan oleh Pengadilan Megeri Pangkep dalam kurun wakiu 199772001 akan

diuraikan pada tabel 4 dibawah ini |
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Tabel 4. Jumlah kasus i , .
vang diputus oleh Pengadilan Megen P dalam
kurung waktu 1997-2001. o L

No. Jumlah Kasus j Lamanya Tuntutan Keterangan |
i 4 2 Tahun
2 ] | 1 Tahun 6 Bulan | Berkekuatan
3 7 1 Tahun I Hukum tetap
4 4 | & Bulan
’| 5. 1 2Bulan |
Jml 17

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pangkep.

Dari tabel diatas terlihat bahwa sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim
pada Pengadilan Negeri Pangkep tidak berbeda sama sekali dengan tuntutan Jaksa
Penuntut wouwm.

Terlihat sanksi yang paling sering diterapkan adalah satu tabum penjara yaitu
diterapkan pada tojub kasus kemudian sanksi pidana terberat adalab dua tahun
penjara yang diterapkan pada empat kasus, sebaliknya yang paling ringan yailu dua
bulan penjara namun hanya diterapkan satu kall.

Jelas bahwa majelis hakim dalarn menuntut kasus penagkapan ikan dengan
mengunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep kurang memperhatikan hal-hal
yang memberatkan pidana bagi terdakwa, sehingga sanks: yang diterapkan ada

kesenjangan yang sangal jauh dengan peraturan perundang-undangan.

el
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Berd ;
asarkan data yang penulis peroleh dari Kejaksaan dan Pengadilan selama

melak : : - :
sanakan studi pada instansi tersebut tidak ada yang merujuk keperaturan
perundang-undangan lain kecuali Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

fentang penggunaan bahan peledak. Mestinya aparat penegak hukum juga

menerapkan Undang-undang MNomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup guna memberatksan hukuman bagi pelaku kejahatan. Dari sinilah
penulis dapat berkesimpulan, bahwa sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim pada
Pengadilan Negeri Pangkep sangat tidak proporsional.
4,2. Upaya vang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam
menjaga kelestarian lingkungan laut.
Rila dikaitkan dengan upaya untuk menanggulangi terjadinya penangkapan
ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal-hal yang telah dilakukan oleh

pemerintah daerah pangkef; antara lain:

4.2.1. Pembinaan

Dilaksanakan pada setiap kesempatan baik oleh pemerintah Kabupaten
Pangkep melalui tim Badan Koordinasi Daerah { BAKORINDA ) lingkungan hidup
maupun dari instasi yang terkait diantaranya .
1. Setigp kunjungan Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangkep di daerah

kepulauan.
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Dan D .

A Dinas Kelantan dan Petikanan Kabupaten Pangkep juza tak henti-
hent

finya merencanakan dan melaksanakan pembinaan pelestarian sumber

daya ikan dan lingkunpan.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui balai latihan

penangkapan ikan

4.2.2. Pengawasan dan Pengendalian

Dasar hukumnya : Peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden,
Instuksi Presiden, Peraturan Pemenntah, Peraturan Menteri Pertamian dan Dinen
Perikanan.

Dalam hal ini, Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep telah mampu
menginventarisit seluruh daerah rawan pelestarian terus - menerus, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait seperti dengan kepolisian,

Arnkatan Laut, Bagian Perckonomian Daerah.

4.3. Pendapat Penulis

Menyadari akan Juasnya dampak yasg diakibatkan oleh p-:ngﬁummn bahan
peledak, janng trawl, dan bahan kimia beracun baik terhadap perusakan tumbuh
karang yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan, mengancam kelestanan
sumber daya ikan, maupun bahaya ledakan terhadap pengguna dan orang lain
disekitaynya, maka diperlukan upaya untuk menanggulanginya. Adapun upaya-upaya
penanggulangan yang ditempuh pen utis antara lain:

1. Upaya Preventif
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Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan pencegahan

kejahatan ini menunut Dirjo Siswere (1984; 139) yaitu bahwa:
“Untuk usaha pencepgahan kejahatan maka yang periu dilakukan adalah mencari
faktor-faktor yang dapat memimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan

faktor-faktor tersebut dapat memberikan bahan-bahan uniuk menyusun

program penangpulangan  kejahatan yang diantaranya diarahkan pada
penggarapan faklor-fakior vang bersangkutan™.

Selanjutnys usaha-usaha ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan

timbulnya kejahatan tersebut terdapat dua cara penanggulangan, idem (1984; 139-
140} yaita -

1. Cara khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor terientu
yang telah diteliti bahwa faklor lersebut sebagai faktor kriminogeen. Cara
ini dimamakan sistem Abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan
dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi  sebab-musabab

kejahatan.

7. Cara yang wmum yaitu ditujukan kepada anggota seara keseluruhan dengan
tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejabatan.

Cara ini dinamakan sistem moralisiik.

Berdasarkan uraian diatas dalam membahas masalah pencegahan terhadap
delik ini penulis akan menghubungkan dengan hasil peneliian lentang lakior

penyebabnya.

1. Faktor lingkungan:



Menurut penulis untk mencegah kejahatan yang terjadi akibal pengaruh
buruk bagi lingkungan bukanlah pekerjaan yang mudah karena menyangkut berbagai
aspek kehidupan mulai dari lingkungan keluargs, lingkungan sostal, lingkungan
pendidikan, keagamaan dan lain-lain sebagainya. Namun usaha ini tetap perlu

minimal untuk mempengaruhi buruk lingkungan tersebut.

Upaya yang dapat ditempuh menurut penulis adalah cara yang umum, dimana
pencegahan kejahatan ditujukan kepada seluruh angpoata masvarakat misalnya

penyuluhan hukum, penerangan agama, penyuluhan areti pentingnya lingkungan bagi

kelangsungan hidup manusia,

Selain itu peran orangtua juga tidak dapat diabaikan terhadap perkembangan
anak. Melalui kegiatan penyuluhan atau penerangan hukum ini diharapkan kesadaran
hukum masyarakal semakin linggi vang pada gihrannya nanti akan dapat menjad
koniro] baginya untuk tidak berbuat kejahatan termasuk kejabatan penagkapan ikan

dengan mengunakan bahan-bahan yang dapat merusak ekossistemn laut,

Kegialan penerangan keagamaan yang dilakukan secara teratur seperti
khotbah, dakwah dan lain-lain sehingga dapat menumbuhkan keteguhan iman dan
mental individu dalam masyarakat serta dapat meredam nafsu untuk  berbuat

kejahatan berarii berbuat dosa dan berbual dosa pasti akan menerima ganjarannya.

Disamping orang tua dan guru it juga memegang peranan penting untuk

mempersiapkan mental anak dan menghadapi pergaulan hidup bermasyarakat, untuk
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Iiu

sumber daya alam lawt yang dimaksukkan dalam kurikulum scbagai muatan lokal

s
gt dacrah-daerah kantong nelayan. Dengan demikian kecintaan terhadap

lingkungan laut dapet ditanamkan secara dini.

2. Faktor Ekonomi

Upaya yang ditempuh menurut penulis antara lain dengan memperbaiki taraf

hidup nelayan melalwi perkoperasian yang dalam hal ini adalah koperas: nelayan,

Sebagaimana diketahui bahwa koperasi merupakan usaba yang dibangun
bersama oleh angpotanya dengan tujuan untuk saling menolong dan saling
menghidupt atau demi kepentingan bersama.

Apabila kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan harapan maka kesulitan-
kesulitan hidup tradisional nelayan sedikit banyaknya akan dapat teratasi. Namun
demikian, seperti keadaan koperasi-koperasi pada umumnya berdasarkan hasil
penelitian dan pengamatan penulis masih ditemukan hal-hal vang memprihatinkan
pada kehidupan koperasi tersebul, terulama di bidang pengelolaan administrasi dan
pelayanan terhadap anggota-anggotanya. Hal ini menyebabkan kerawananan terhadap

pertumbuhan kegiatan koperasi tersebut.

Menurut penulis uniuk menanggulangi kelemahan-kelemahan ity dibutuhkan
bimbingan berupa pemberian baniuan keterampilan mapajemen. Int  akan

menghasilkan  tenaga-tenaga ahli sebagai penpelolah koperasi dapat lebih

I _..'-.

menunt : _— =
penulis perlunya dipertimbangkan pelajaran tentang pemeliharaan



dilak : :
llaksanakan secara teratur, lebih efisien, organisasi dan administrasi, serta lebih rapi

mekanisme kerjanya,

Selain ity untuk menempatkan tenaga koperasi ini perlu memiliki keteguhan
mental termasuk bersemangat wiraswasta dan berpribadi hidup sederhana untuk

mencegah penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi.

Pemberian bantuan modal berupa kredit juga sangat dibutuhkan untuk
membantu kesulitan yang dihadapi oleh para nelayan. Hanya saja penulis menulis
yang pertu diperhatikan bahwa pemberian bantuan kredit tersebut tidak berupa vang
tunai yang sewaktu-wakiu mudah diselewengkan untuk tujuan-tujuan vang lain.

Oleh karena itu sebatknya bantuan kredit tersebut dibenkan dalam bentuk
barang modal seperti mesin-mesin motor, jaring dan sebagainys agar benar-benar

dapai dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memajukan usahanya.

Menurut penulis bilamana koperasi nelayan ini dapat berjalan dengan baik
dan lancar maka taraf hidup nelayan akan dapat meningkat karena dengan adanya
bantuan kredit mesin-mesin molor maka frekowensi melaut nelavan tersebut akan
lebih banyak dan hal ini tentu akan meningkatkan hasil tangkapannnya, Dengan
demikian taraf hidup nelayan akan semakin lebih baik dan tidak perlu lagi melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapal mengancam

kelestarian suber pencaharian mereka sendin.

3. Terhadap Faktor Pengawasan



Telah divratkan bahwa begitu besar bahaya penangkapan ikan sccara ilegal
dengan menggunakan bahan-bahan seperti kimia beracun dan bahan peledak. Faktor
lain yang perlu diperhatikan yaitu faktor kurangnya kemampuan pengawasan yang
efekuf dari petugas atau penegak hukum. Kurangnya kemampuan ini menyebabkan
petugas atau penegak hukum kurang dapat mengontrol seluruh wilayah perairan guna
mendeteksi dan mengambil tindakan pengamanan atau tindakan hukum terhadap

nelayan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hal ini merupakan dilema yang dibadapi yaitu disatu pihak petugas harus
konsekwen mengamankan perairan guna menyelamatkan kekayaan dan kelestarian

ekosistem laut, sedangkan dilain pihak kemampuan untuk itu sangat terbatas,

Untuk mengatasi masalah tersebut menurut penulis tidaklzh mudah karena
masalahnya berbadapan dengan kemampuan dana pemerintah yang sangat terbatas.
Apalagi Indonesia saat ini sedang dalam tahap perkembangan yang membutuhkan

dana yang sangat besar untuk membangun sepala bidang.

Namun demikian menurut penulis alteratif pemecahan yang dapat ditempuh
oleh petugas adalah lebih memusatkan pengawasan untuk menutup kesempatan bagi
nelayan unfuk melaksanakan mamya melakukan penangkapan ikan secara ilegal
dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan ekosistem laut

tersebut.
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Sebagaimana diketahui bahwa untuk melakukan pemboman ikan misalnya,
maka nelavan harus mempersediakan bahan peledak yang biasanya diperoleh mefalui
pengedar-pengedar gelap. Untuk itu menurut penulis sebaiknya petugas lebih
memusatkan pengawasan terhadap peredaran bahan peledak ini dengan tujuan untuk
menutup pasokan bagi nelayan. Jika upaya ini dapat dilakukan dengan baik dalam amti

nelayan tidak lagi mendapat pasokan bahan peledak maka lambat laun pelaku delik

ini tentu akan berkurang atau habis dengan sendirinya.

Selain upaya tersebul dapat juga dilakukan pengawasan dengan jalan
melakukan patroli pada waktu-wakiu yang diperkirakan sering digunakan oleh
nelayan untuk melakukan pemboman ikan dan dilempat-tempatl yang dianggap

rawan.

Dengan upaya ini maka kesempatan untuk melakukan pemboman ikan akan
tertutup. Upaya lain adalah sewakiu-wakiu melakukan razia terhadap perahu-perahu

para pelaku untuk meneegah tmbulnya kejahatan ataupun pelanggaran dilaut.
2. Upaya Refresif

Apabila upaya pencegehan yang dilakukan masth belum mampu meredam
terjadinya delik ini maka upaya yang dapat ditempuh selanjumya adalah upaya
refresif (penjatuhan sankst) terhadap pelaku, Upaya refresif ini dimaksudkan untuk

memberikan sanksi pidana sesuai  ketenfuan hukum vang berfaku  Dengan
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diterapk s o .
pranfiya  sanksi pidana ini  diharapkan setiap nelayan akan dapal

memperhitungkan segala tindakannya,

Dalam hubungan dengan penjatuhan sanksi berikut penulis akan menguraikan
data putusan Pengadilan Negeri Pangkep mengenai delik penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak antara tahun 1997-2001 yaitu hukum rendah adalah
pidana penjara sefama dua bulan sedangkan hukuman tertinggi adalah pidana penjara

selama dua tahun (sumber Pengadilan Negeri Pangkep).

Dari data di atas terlihal bahwa sanksi pidana yang diterapkan hakim masih
terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam ketentuan perundang-
wndangan yang mengaturnya, Undang-undang darurat No 12 Tahun 1931 mengancam
hukuman mati alau pidana penjara selama-lamanya sepulub tahun dan/atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah). Demikian pula jika
mengingat luasnya dampak dari penggunaan baik bahan peledak maupun bahan kimia
beracur tersebul maka penerapan sanksi pidana oleh hakim temyala masih sangat

ringan.

Menurut penulis sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya
hakim menerapkan secara penuh ancaman sanksi pasal 24, 25, 26 dan pasal 17
Undang-undang No 9 Tahun 1985 ulamanya bagi pelaku vang telah kedapatan

beberapa kali melakukan tindak pidana pemboman ikan kerena dissmping sangat

41



berbahaya bagi diri pelaku juga akibat L vang takkala pentingnya lingkungan

PErAITan,

Salah  satu  alasan  hakim  dalam perimbangan  hukumnya sehingga

membenkan hukuman penjara selama dua tahun vaitu terdakwa telah beberapa kali
melakukan pemboman sedangkan hukuman yang paling ringan adalah dua bulan dan

alasan hakim dalam perimbangan hukumnya karena terdakwa baru persidangan,

seria terdakwa adalah tumpuan keluarganya.
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BABS

FENUTUP

3.1, Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pemulis dapat menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan menepaskan bahwa tidak dapat di pidana Warga Negara Indonesia
yang melakukan penangkapan ikan di dalam yurisdiksi Negara Indonesia kecuali
nelayan Indonesia vang dalam kegiatannya menggunakan bahan-bahan yang
dapat berbahava bagi kelestarian ekosistem laut seperti baban peledak, bahan
kimia beracun dan menggunakan kapal-kapal nelayan berukuran tertentu yang
oleh Undanp-Undang Nomor 9 Tahun 1985 diwajibkan untuk memilik izin usaha
perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat | undang-undang ini,

Dalam hal terfjadinva delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan
peledak masih deterapkan kelentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tabun 1951, Demikian pula dengan penggunaan bahan kimia
beracun yang menerapkan ketentuan dalam undang-undang No. 23 tahun 1597
tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1985 yang khusus mengatur ientang perikanan belum
diterapkan secara optimal.

Dalam hal penidikan terhadap delik penangkapan tkan dengan menggunakan
kapal-kapal berukuran tertenhi, bahan peledak, maupun bahan kimia beracun
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dibutubkan adan s ;
¥a koordinasi yang baik antara instansi terkait. Khusus vang

menggunakan bahan peledak, pibak kepolisian setelah melakukan tindakan
penangkapan tethadap tersangka egar dapat menyerahkan kepada Perwira TNI-
AL atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan yang berada di tingkat
kabupaten sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1985 schinpga Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan Ketentuan-
ketentuan dalam undang-undang tersebut Hal ini untuk mencegah kekeliruan
penerapan hukum dan akan berpenparuh nantinya terhadap pemeriksaan
selanjutnya.
. Usaha pemerintah untuk melindungi kelestarian sumber daya perikanan melalui
ketertuan perundang-undanpan dengan ancaman sanksi yang berat ternyata belum
mendapal dukungan yang optimsl dani penegakan hukum, terhhat dan kurangnya
sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.
. Upava-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Pangkep belum optimal karena hanya menyentuh kalangan peseria
ataupun utusan uniuk mengikuti kegiatan tersebut. Sementara para peserta utusan
itu jarang mensosialisasikan kepads masyarakat nelayan schingga tak jarang
kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya
tersebut tetap terjadi dengan jumiah kasus yang tidaklah jauh berbeda dari tabun-
Letahun echingga diperlukan usaha yang keras untuk meyakinkan para penegak
hulum tentang pentingnya perlindungan symber daya alam laut sehingga tercipta
esatuan pandangan dan lesatuan langkah terhadap penanganan perkara sejenis.
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5.2. 8a ran-Saran

1.

4.

Perlunya  peningkatan jumilah petugas  sehingga pengawasan terhadap
lingkungan perikanan lebih optimal, disamping sarana dan prasarana vang
dimiliki harus lebih unggul dari pada yang dimiliki oleh para nelayan
sehingga para nelayan tersebut tidak mudah mengelabui petugas dengan
mencan tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau oleh petugas juga mudah
dalam pengejaran terhadap perahu-perahu nelayan yang terlihat melakukan
penangkapan ikan secara ilegal.

Perlunya koordinasi antara instansi terkait antara pihak kepolisian, TNI-AL,
Dinas Perikanan dan lain-lain agar tercipta kesatuan langkah terhadap
penangkapan ikan secara ilegal, baik vang mengpunakan bahan peledak,
mengzunakan bahan kimia beracun ataupun yang menggunakan jaring trawl
sehingga dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 demi
penegakkan hukum di Indonesia.

Kepada petugas kepolisian baik dijajaran Polres Pangkep ataupun Polsek-
Polsek yang berhasil menangkap tersangka pelaku penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak sebaiknya menyerahkan penyedikan kasusnya
kepada penyidik perwira TNI-AL vang ditmjukan oleh Panglima TNI atau
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan demi memenohi prosedur

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985,

Perlunys perhatian khusus terhadap ketiga faktor penyebab terjadinya

gkapan ikan secara ilegal utamanya terhadap faktor lingkungan dan
penan
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faktor ekanomi. Hal ini disebabikan kedua faktor tersebut lebih menyentuh
langsung kehidupan di kantong-kantong masyarakat nelayan sehingga masih
diharapkan lehih terjamin bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang
pemah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan dan Pemeriniah
Daerah Kabupaten Pangkep dengan memakai biaya yang besar.

5. Upaya penanggulangan secara refresif (penjatuban sanksi) dalam hal-hal
tertentu dapat dilakukan demi mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap

Iingkungan penkanan dan lingkungan perairan.
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